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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

.a.

WALIKOTA BOGOR,

bahwa penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun
diperoleh dari sumber lain dikenakan Pajak
Penerangan Jalan (PPJ) dengan pengenaan
tarif PPJ telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan
Jalan;

bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi
dan kajian terhadap tarif PPJ di Kota Bogor,
maka Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu diubah
dan disesuaikan;
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Mengingat

: 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah
dengan  Undang-Undang  Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan dan Umum Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

2



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3680) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Bogor Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan
Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 31);



11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21
Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri B,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor
Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 4 Seri B) diubah,
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 5%
(lima persen).

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak
Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri,
tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%
(satu koma lima persen).



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 28 Februari 2017

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19720918 1999011001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA
PROVINSI JAWA BARAT : (2/34/2017).

BOGOR,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah
satu upaya untuk peningkatan kemampuan keuangan
pemerintah daerah melalui  peningkatan  pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
khususnya yang bersumber dari pajak daerah,
sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut
oleh Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ),
yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan
Jalan.

Seiring dengan semakin berkembangnya Kota Bogor
dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah, maka salah satu wupaya untuk
mengoptimalkan pembiayaan dimaksud adalah dengan
melakukan evaluasi dan selanjutnya penyesuaian tarif Pajak
Penerangan Jalan.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 6
ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Pengenaan tarif ~ PPJ terhadap
penggunaan listrik yang dihasilkan
sendiri dilakukan terhadap

penggunaan listrik untuk tujuan
komersil/usaha/niaga.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 76



